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dijelaskan dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), termasuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku 

usaha dalam mengembalikan nama baik konsumen yang mengalami kerugian dan 

mekanisme penyelesaian sengketa”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dunia digital yang terus berkembang, jual beli dianggap sebagai hal 

lumrah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak lepas dari 

jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat akan menjadi 

penjual jika ia membutuhkan uang, sebaliknya masyarakat akan menjadi 

pembeli jika ia membutuhkan barang atau jasa untuk ia pakai dan konsumsi 

secara pribadi. Transaksi jual beli merupakan instrumen transaksi barang 

berharga yang mana suatu pihak memberi produknya serta pihak lainnya 

membiayai dengan nominal yang disepakati. Artinya dalam kesepakatan 

tersebut, jual beli dapat diartikan sebagai konsumen (pembeli) serta pelaku 

usaha (penjual).1 

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), bahwa 

konsumen didefinisikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang 

serta jasa yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, 

kebutuhan orang lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk 

memperdagangkannya. Dengan demikian, setiap pelanggan dapat dipahami 

sebagai pengguna jasa atau produk. Menurut Zulham, konsumen bisa dikatakan 

sebagai seseorang yang mempergunakan barang atau jasa untuk mencukupi 

 
1 Putreti Asyifa Octavia Afandy, et.al, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam 

Jual Beli”, Jurnal Manajemen dan Bisnis 3, no. 1 (2021): hlm. 14. 
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kepentingan keluarga, pribadi serta orang lainnya, hendaknya tidak berdagang 

lagi untuk mendapatkan keuntungan.2 

Melalui Pasal 1 angka (3) UUPK, bahwa pelaku usaha mencakup setiap 

individu atau entitas bisnis, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, yang 

beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia, baik secara mandiri maupun 

bersama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai 

sektor ekonomi. Dari asumsi Argam Lailan, pelaku usaha ialah badan hukum 

atau perseorangan yang melaksanakan aktivitas berbisnis, baik mempunyai 

status hukum maupun tidak, dan bertujuan untuk ikut serta dalam sektor 

perekonomian untuk memperoleh keuntungan. Pelaku usaha perlu bertanggung 

jawab dalam menciptakan, menghasilkan serta mendistribusikan jasa serta 

produk kepada konsumen.3 

Hadirnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemajuan 

kepada masyarakat luas di Indonesia dalam memperoleh informasi dan 

mengetahui berbagai produk jasa serta produk untuk memenuhi kebutuhan. 

Teknologi telah membawa banyak keuntungan khususnya dalam perdagangan 

elektronik.4 Teknologi informasi telah mengubah cara orang  berinteraksi. Dari 

pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan telah menghasilkan suatu 

inovasi yang dikenal sebagai internet. Komunikasi internet bertujuan untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai wilayah, negara, dan dunia 

 
 2 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Prenada Media Group,  2013, hlm. 18. 

 3 Argam Lailan, Hukum Perlindungan Konsumen, Medan: Cv Pustaka Prima, 2022, hlm. 

13-14. 
 4 Husnul Khatimah, “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli 

online di aplikasi lazada dan shopee”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 4, no. 3 (2022): hlm. 385. 
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melalui pesan yang dikirim. Indonesia dikatakan menjadi negara dengan 

pengguna internet aktif terbanyak di dunia. Internet sudah mempermudah orang 

untuk bersosialisasi dan berbagi informasi dan juga memungkinkan untuk 

membeli dan menjual secara online.5  

Teknologi informasi dalam jual beli online yang kini hadir adalah 

pemasaran elektronik. E-commerce (electronic commerce) ialah transaksi 

penjualan yang menggunakan perangkat elektronik telah memberikan 

kemudahan dan efesiensi waktu tanpa harus pergi keluar rumah untuk membeli 

barang dan jasa. Platform penjualan situs online telah hadir lebih dari 10 situs 

yang ada di dunia. Banyaknya situs penjualan online tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi perubahan dalam perilaku berbelanja konsumen. Perilaku 

tersebut mengalami perubahan dari berbelanja secara offline ke online.6   

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengandung dua poin penting, pertama 

undang-undang ini menetapkan legalitas transaksi dan dokumen elektronik 

dalam ranah hukum perikatan dan pembuktian sehingga memastikan keabsahan 

hukum transaksi elektronik dan Kedua, undang-undang tersebut mengatur 

berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

teknologi dan informasi, termasuk ketentuan menganai sanksi pidananya. 

 
5 AP Afrianto, “Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui 

Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi 

Bisnis 3, no.1 (2021): hlm. 8. 
6 Nur   Afifah   RP,  Sri  Setyo  Iriani,  “Faktor - Faktor  yang   Memengaruhi  Keputusan 

Pembelian di Shopee”, Jurnal Komunika 8, no. 2 (2019): hlm. 70. 
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 Seiring meningkatnya transaksi online pada platform yang sudah diminati 

masyarakat, semakin banyak juga tantangan positif dan negatif yang harus 

dihadapi oleh para konsumen. Tantangan tersebut berupa dampak positif seperti 

memberikan kemanfaatan bagi konsumen untuk berbelanja secara bebas sesuai 

dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen itu tersendiri. Adapun 

dampak negatif bagi konsumen pada posisinya menjadi lemah karena pelaku 

usaha dapat bertindak sesuai keinginannya yang dapat menyebabkan kerugian 

dan kekecewaan kepada konsumen.7 

 Banyak pelaku usaha  yang memanfaatkan platform e-commerce untuk 

menjual produk yang menyerupai merek terkenal tanpa izin, dengan 

memanfaatkan hal tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan 

pribadi.8  Membeli barang murah pada merek lain kemudian dijual kembali 

barang tersebut dan menempelkan merek sendiri yang dijual dengan harga lebih 

tinggi seolah-olah merek tersebut ialah hasil produksi sendiri merupakan 

fenomena meningkatnya kasus imitasi atau rebranding ilegal, sehingga 

menyebabkan kerugian karena produk yang konsumen terima tidak sama 

dengan penawaranya. Dimana pengusaha yang tidak bertanggung jawab ini 

akan mengancam keberlangsungan merek-merek asli yang menyebabkan 

kerugian. 

 Salah satu aplikasi pemasaran online yang banyak digemari oleh warga 

Indonesia adalah shopee. Shopee diasumsikan sebagai situs web marketplace 

 
7 Ibid. 
8 Yanci,  Aris,  dan  Suartini.  “Perlindungan Hukum Konsumen  Dalam  Transaksi  E-

commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Binamulia 

Hukum 12, no. 1 (2023): hlm. 183. 
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sangat populer di Asia Tenggara yang menawarkan keuntungan bagi konsumen, 

pelaku usaha, dan mitra bisnis. Shopee dapat diakses untuk berbelanja secara 

fleksibel. Pengguna bisa menjual serta membeli berbagai produk, mulai dari 

barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, tas, sepatu, dan jam tangan hingga 

produk elektronik dan fashion. Beberapa merek mahal dan terkenal yang ada di 

aplikasi shopee yaitu merek Eiger dan Buttonscarves berasal dari Indonesia 

sedangkan merek Aldo dan Hush Puppies berasal dari luar negeri. Adanya 

sistem ulasan dan rating memungkinkan konsumen untuk melihat pengalaman 

pengguna lainnya sebelum konsumen tersebut membeli produk yang sama. 9 

Shopee sebagai platform yang sudah terpercaya di Indonesia, nyatanya masih 

kebobolan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan merek terdaftar yang menjual 

barang kepada konsumen tidak sesuai dengan ketentuan awal yang ditawarkan. 

Brand ini telah terdaftar yang mana barang tersebut tidak diproduksi sendiri 

oleh pelaku usaha, melainkan hanya menempelkan merek lain atas namanya 

sendiri, sehingga konsumen mengalami kerugian atas pembelian barang pada 

merek ini. 

 Merek dijadikan sebuah Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis (UU Merek), merupakan suatu tanda yang bisa berupa huruf, nama, 

gambar, kata, kombinasi warna, atau perpaduan dari elemen-elemen tersebut 

yang memiliki ciri khas dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.10 

 
9 Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo, dkk, Buku Panduan Marketplace, Surabaya: Cv. 

Global Aksara Pers, 2021, hlm. 23. 

         10 Zaenal  Arifin  dan  Muhammad Iqbal, “Perlindungan  Hukum Terhadap Merek yang 

Terdaftar”, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): hlm. 124. 
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Menurut Debi Eka Putri, merek dapat didefinisikan sebagai suatu produk atau 

layanan spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti 

simbol, nama serta logo lainnya yang dipakai guna mengidentifikasi pelanggan 

serta produsen. Merek akan mengaitkan sebagian pihak, pertama konsumen 

ialah merek yang berkaitan pada suatu barang. Kedua branding adalah proses 

menciptakan merek di benak konsumen pada suatu produk tertentu. 11 

  Merek dapat dilindungi setelah merek tersebut didaftarkan melalui Pasal 3 

UU Merek, perlindungan hukum terhadap merek diberikan sesudah 

terverifikasi didaftar umum merek. Dengan demikian, merek terdaftar 

memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada pemegangnya. Hak pemegang 

merek dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5), yang menyatakaan bila pemegang 

merek mendapatkan hak eklusif dari negara untuk periode yang sudah 

ditentukan. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakannya 

secara pribadi atau membagikan perizinan bagi pihak lainnya. Kewajiban 

pemegang merek tercantum melalui Pasal 74 ayat (1), yang mewajibkan pemilik 

merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa dan 

apabila tidak dipakai hingga 3 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat 

diterima, merek tersebut dapat dihapus dari daftar umum merek.12  

 Penjualan merek terkenal dan diminati banyak konsumen, akan 

menguntungkan pihak pelaku usaha. Konsumen tidak ragu-ragu dalam membeli 

produk merek tersebut dan konsumen akan kembali membeli barang yang 

 
11 Debi Eka Putri, dkk, Brand marketing, Bandung : Widiana Bhakti Persada, 2021, hlm. 

38. 
12 Rouf Fajrin Widianto, “Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum”,  

Jurnal Lex Renaissance 7, no. 2 (2022): hlm. 419. 
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diinginkan karena merek sudah didaftarkan. Dengan adanya kepercayaan dari 

pelaku usaha bahwa merek sudah terdaftar, konsumen tidak segan 

mengeluarkan uang dengan harga yang lumayan tinggi yaitu berkisar dari harga 

lima ratus ribu keatas hingga jutaan. Konsumen merasa jika membeli dengan 

harga tinggi maka kualitas barang tersebut sudah terjamin dan pemakaian akan 

tahan lama. Tetapi, terdapat pelaku usaha yang tidak mengeluarkan biaya 

produksi agar tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan contohnya peralatan, 

sewa bangunan, tenaga kerja, sehingga pelaku usaha dengan merek terkenal 

hanya membeli produk merek milik orang lain dan dijual kembali dengan harga 

yang tinggi.  

  Berdasarkan uraian diatas yang menyatakan jual beli barang merek terdaftar 

menyebabkan kerugian karena tidak sesuai ketentuan yang diberikan oleh 

pelaku usaha dalam aplikasi shopee contohnya ialah merek Hamlin. Hamlin 

telah mengelola tokonya dengan baik karena Hamlin memiliki reputasi yang 

tinggi. Konsumen tidak ragu untuk membeli secara online karena merek Hamlin 

pada aplikasi shopee sudah diberikan status (Mall). Hal ini memberikan 

kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang tersebut. Merek Hamlin berdiri 

sejak tahun 2019 yang mengusung tema simply yet elegant. Target pasar 

utamanya adalah kaum menengah keatas yang dijual berkisar harga ratusan 

hingga jutaan. Pada bulan Maret 2024, merek Hamlin terjerat kasus dalam isu 

diduga menjual barang murah yang harganya selangit. Isu ini berawal ketika 

vlogger kecantikan bernama Arianti membagikan pengalamannya di Tiktok. 

Dalam video tersebut ia menjelaskan bahwa telah membeli satu buah slevee 
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laptop bermerek Hamlin yang telah lama ia beli, ternyata stempel logo Hamlin 

tersebut lepas dan terlihat logo merek brand lain. Arianti menelusuri harga 

produk dari merek lain tersebut, nyatanya harga barangnya lebih mudah berkali-

kali lipat dari pada ia membayar produk Hamlin.13 

 Atas kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk yang 

tidak sesuai dengan deskripsi shopee mengakibatkan kerugian bagi setiap 

pelanggan dalam kegiatan pemasaran yang dikategorikan sebagai tindakan 

menyimpangi hukum. Pada Pasal 7 huruf a tentang UUPK, pelaku usaha 

diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, yaitu 

bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan konsumen. Maksudnya pelaku usaha 

melakukan kegiatan usahanya dengan mengeluarkan produk hasil produksi 

sendiri tanpa harus menjual harga lebih tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas 

barang, hal ini pelaku usaha tidak melaksanakan UU. Pada pasal 4 angka 2 

UUPK, setiap konsumen mempunyai hak untuk menentukan pilihan atas jasa 

atau produk yang diinginkan juga memperoleh produk sesuai dengan jaminan, 

kondisi serta harga yang sudah disepakati. Setiap konsumen mempunyai hak 

mendapati data secara transparan, jelas serta benar mengenai produk atau 

layanan yang ditawarkan. Bila jasa atau produk yang diterimanya tidak sama 

dengan kesepakatan, konsumen bisa meminta kompensansi berupa penggantian 

produk, perbaikan, atau pengembalian dana. 14  Berdasarkan uraian latar 

 
13 Alifa Sherli Septyani dan Hanny Hafiar, “Analisis Media Monitoring Terhadap Brand 

Hamlin Pada Bulan Maret 2024 Menurut Teori Evring Goffman”, Jurnal Sosial dan Humaniora 2, 

no. 2 (2024): hlm. 29. 
14 Muhammad Qustulani, Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen Stisnu 

Nusantara Tim Dosen, Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018, hlm. 34. 
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belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Barang Merek Terdaftar atas 

Kerugian karena Tidak Sesuai Ketentuan yang Ditawarkan dalam 

Aplikasi Shopee”. 

B. Rumusan Masalah 

  Dari berbagai isu yang sudah dijabarkan dalam latar belakang tersebut, 

maka perumusan masalah penelitian ini bisa disajikan seperti berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Jual Beli 

Barang Merek Terdaftar atas Kerugian karena Tidak Sesuai Ketentuan yang 

Ditawarkan dalam Aplikasi Shopee? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mengenai Jual Beli Barang 

Merek Terdaftar atas Kerugian karena Tidak Sesuai Ketentuan yang 

Ditawarkan dalam Aplikasi Shopee? 

C. Tujuan Penelitian 

  Penelitian yang dilaksanakan pasti ingin meraih suatu tujuan. Berdasarkan 

rumusan masalah yang telah disampaikan tersebut, tujuan penulis mencakup: 

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum konsumen jual beli barang merek 

terdaftar atas kerugian karena tidak sesuai ketentuan yang ditawarkan dalam 

aplikasi shopee. 

2. Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha jual beli barang merek 

terdaftar atas kerugian karena tidak sesuai ketentuan yang ditawarkan dalam 

aplikasi shopee. 

 

 



10 

 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di inginkan peneliti dalam melaksanakan studi ini berupa: 

1. Manfaat Teoritis 

Di inginkan studi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu serupa terutama 

penelitian terkait perlindungan hukum di Indonesia terhadap konsumen atas 

tanggung jawab pengusaha yang menjual produk merek terdaftar tidak sama 

dengan ketentuan yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Penulis 

Di inginkan studi ini sanggup memperluas cara berpikir kritis dan 

terstruktur, penulis mampu menganalisis masalah seperti menganalisis 

informasi, menyusun argumen, serta menyajikan ide dengan cara yang 

logis. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pembaca, tetapi 

memberikan kepuasan pribadi bagi penulis karena membantu 

memotivasi orang lain. Diselenggarakanya studi ini menjadi sebuah 

kriteria untuk mendapati gelar Sarjana Hukum. 

b. Untuk Konsumen 

Dalam penelitian ini bagi konsumen ialah memberikan manfaat berupa 

pemahaman dan pengetahuan yang dapat membantu para konsumen 

dalam pemberian panduan praktis akibat mengalami kerugian pembelian 

barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga konsumen 

akan lebih memahami hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh pelaku 
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usaha serta melindungi konsumen dari kerugian pembelian barang merek 

terdaftar tidak sesuai ketentuan yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee. 

c. Untuk Pelaku Usaha 

Adanya penelitian ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih 

bertanggungjawab tidak hanya di Platform Shopee tapi platform lainnya 

juga seperti Zalora, Tokopedia, Blibli serta toko offline pelaku usaha itu 

sendiri. Pelaku usaha diharuskan untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, terutama dalam hal keaslian produk dan 

transparansi informasi. 

d. Untuk Platform Shopee 

Dalam penelitian dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari 

Platform Shopee mengenai adanya barang yang dijual tidak sesuai 

ketentuan yang ditawarkan dan sudah berstatus Mall. Diharapkan shopee 

bisa memanfaatkan data serta informasi dari pelaku usaha yang sebenar-

benarnya untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik dalam 

mendeteksi dan menghapus produk yang telah melanggar kebijakan 

platform dimasa depan. Hal ini bisa menjadi manfaat jangka panjang 

dalam hal pengembangan teknologi dan peningkatan keamanan platform.  

E.  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup ini akan menggambarkan batas-batas yang mempersempit 

area suatu kajian. Karena cakupan hukumnya yang luas dan terdapat beberapa 

keterbatasan dalam studi ini, sehingga ada beberapa keterbatasan pada studi 
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ini15, sehingga penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Jual 

Beli Barang Merek Terdaftar atas Kerugian karena Tidak Sesuai Ketentuan 

yang Ditawarkan dalam Aplikasi Shopee”. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

        Dari asumsi Prof. R. Subekti, SH. Mendefinisikan perjanjian sebagai 

sebuah kejadian antar setiap pihak yang menyatakan janji serta mereka sudah 

sepakatan dalam menjalankan suatu kewajiban. 16  Teori ini mencakup 

berbagai elemen penting yang diperlukan untuk menciptakan dan mengatur 

perjanjian yang valid dan mengikat secara hukum. Perjanjian harus dibuat 

untuk tujuan yang legal serta tidak bersimpangan dengan norma-norma yang 

ada. Jika tujuan dari perjanjian tersebut melanggar hukum, sehingga 

kesepakatanya dianggap tidak sah. 

       Kesepakatan jual beli dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, pertama jual 

beli secara konvensional adalah Transaksi yang berlangsung secara langsung 

antar pembeli serta penjual dilokasi fisik, misalnya pasar atau toko. Proses 

ini melibatkan interaksi tatap muka, di mana pembeli dapat melihat, 

menyentuh, dan mencoba produk sebelum memutuskan untuk melakukan 

pembelian. Kedua, jual beli online dilaksanakan dari platform digital, 

misalnya website atau aplikasi. Pembeli memilih barang, melakukan 

pembayaran, dan menunggu pengiriman tanpa bertatap muka dengan 

 
           15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 

hlm. 111. 

 
  16 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 1. 
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penjual. Melalui “Pasal 1457 KUH Perdata mengatur jual beli sebagai 

perjanjian di mana salah satu pihak berjanji menyerahkan barang, sementara 

pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati”.17 

     Supaya perjanjian diasumsikan sah, perlu dicukupi kriteria yang 

tercantum di Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup: 

a. Syarat subjektif 

a) Kesepakatan para pihak, setiap pihak yan terlibat dalam perjanjian 

harus sepakat terhadap isi dan tujuan yang disepakati bersama. Pasal 

1321 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian dianggap tidak sah 

apabila diperoleh melalui kekhilafan, penipuan serta paksaan. 

b) Kecakapan setiap pihak, Para pihak yang membentuk kesepakatan 

haruslah orang yang cakap secara hukum, artinya mereka memiliki 

kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum, seperti tidak 

ada dibawah pengampuan serta sudah dewasa. Menurut Pasal 1330 

KUHPerdata, seseorang dianggap sudah dewasa dan memiliki 

kecakapan untuk bertindak jika telah mencapai umur 21 tahun. 

Namun ada beberapa pengecualian yaitu di Pasal 330 KUHPerdata, 

bahwa ketika seseorang telah menikah sebelum usia 21 tahun telah 

diasumsikan cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. 

 

 
17  Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba. “Perlindungan Hukum Pembeli Dalam 

Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik”. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana 

Universitas HKBP Nommensen 02, no. 01 (2021): hlm. 48. 
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b. Syarat objektif 

1) Suatu hal tertentu, Objeknya perlu jelas serta bisa diketahui jenis juga 

karakteristiknya, sehingga bisa dijadikan subjek dalam perjanjian. 

Para pihak wajib melaksanakan prestasi sesuai Pasal 1234 

KUHPerdata berupa berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, serta tidak 

berbuat sesuatu. 

2) Suatu sebab yang halal, tujuannya harus sesuai dengan hukum, moral, 

norma serta kaidah yang berlaku selaras pada Pasal 1337 KUH 

Perdata. 

      Akibat hukum jika suatu kriteria sahnya kesepakatan tidak terpenuhi 

misalnya pertama, apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka akibat 

hukum dari perjanjian bisa diminta pembatalan atau dibatalkan. Kedua, bila 

tidak terpenuhinya syarat objektif sehingga akibat hukum dari kesepakatan 

itu batal demi hukum. Oleh karena itu teori perjanjian ini digunakan untuk 

menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan barang 

merek terdaftar yang dipasarkan dengan nominal lebih tinggi dari harga 

normal di aplikasi shopee. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

      Teori ini diasumsikan sebagai konsep yang mengikuti tindakan penguasa 

untuk menjamin hak dan keadilan seseorang atau kelompok dalam 

masyarakat. Teori ini berkembang dari pemikiran bila tiap individu memiliki 

sebagian hak yang mesti dijaga hukum dari segala bentuk pelanggaran atau 

tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum menjadi dasar bagi sistem 
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hukum yang adil dan berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial serta 

mencegah terjadinya ketidakadilan. Dari asumsi Satjipto Rahardjo, 

Lindungan hukum merupakan usaha dalam melindungi serta menjaga HAM 

yang sudah dirugikan oleh tindakan piha lain, dengan tujuan agar setiap 

haknya bisa dinikmati setiap individu.18 

  Dari asumsi Muchsin, teori ini berupa bentuk upaya dalam menjaga 

subjek hukum melalui penerapan suatu kebijakan, di mana pelaksanannya 

bisa dipaksa dari pemberian sanksi. Muchsin mengklasifikasikan 2 wujud 

perlindungan hukum tersebut mencakup : 

a. Perlindungan Preventif 

Pemerintah menyediakan perlindungan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran dengan menetapkan regulasi disuatu kebijakan. 

Perlindungan ini dicantumkan dalam suatu kebijakan yang berfungsi 

sebagai pedoman dan batasan dala menjalankan kewajiban. 

b. Perlindungan Represif 

Perlindungan ini ialah langkah terakhir yang diwujudkan melaui 

hukuman, misalnya hukuman penjara, denda, serta lainnya, yang 

dijatuhkan sesudah terjadinya sengketa atau penyimpangan.19 

 Kedua bentuk perlindungan hukum diatas sangat penting dalam menjaga 

hak-hak individu karena dapat mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan 

oleh pihak lain. Pada penelitian skripsi ini hanya berfokus terhadap bentuk 

 
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. 

         19 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14. 
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perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan represif, karena 

penelitian ini terfokus pada tindakan yang telah terjadi mengenai kerugian 

pelanggan atas pembelian produk yang dijual tidak sama dengan ketentuan 

dalam aplikasi shopee. Sebagai akibat dari kerugian yang dialami, muncul 

konsep hukum perlindungan konsumen, yang meliputi seluruh prinsip serta 

kebijakan dalam melindungi serta mengatur permasalahan yang berhubungan 

dengan pemakaian serta penyediaan jasa atau produk.20 

  Terbitnya UUPK di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai kewajiban serta hak setiap pelaku usaha serta 

pelanggan. Undang-undang  yang disahkan di Indonesia hingga saat ini yaitu 

UUPK. Setiap pelanggan ada diposisi yang lemah daripada pengusaha karna 

menghadapi ketidajelasan terkait pemakaian jasa atau produk yang 

disediakan. Pengusaha biasanya menetapkan ketentuan secara sepihak, dan 

konsumen hanya mempunyai pilihan untuk menolak tanpa negosiasi (take it 

or leave it) atau menerima sepenuhnya.  

 Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha berpegang pada prinsip ekonomi 

dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal dengan modal seminima 

mungkin. Kondisi ini berpotensi menyebabkan konsumen mengalami 

kerugian, baik dengan langsung serta tidak. Setiap pelanggan akan 

mempunyai hak-hak yang mesti dijaga. Tanpa perlindungan memadai, setiap 

 
         20  Fitriah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui 

Media Sosial”. Jurnal Unpal 18, no. 3 (2020): hlm. 379. 
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pelanggan dapat menjadi korban praktik usaha yang merugikan, misalnya 

manipulasi serta pemalsuan.21 

Dalam transaksi elektronik, setiap pelanggan mempunyai hak yang mesti 

dilindungi oleh pelaku usaha serta platform e-commerce seperti shopee. Hak-

ha tersebut mencakup hak untuk memperoleh informasi yang akurat, hak atas 

keselamatan serta keamanan dalam penggunaan jasa atau produk, juga hak 

mendapati kompensansi apabila terjadi kerugian. Penjual produk bermerek, 

yang dijual tidak sama dengan ketentuan yang ditawarkan dalam shopee 

mengakibatkan barang tidak sesuai dengan kualitas, merupakan pelanggaran 

serius terhadap hak-hak konsumen, karena konsumen tidak hanya dirugikan 

secara finansial tetapi juga berpotensi mendapati barang yang tidak sesuai 

standar. 

3. Teori Tanggung Jawab Hukum 

      Dalam ilmu hukum, teori ini menjelaskan dasar dan alasan seseorang 

atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaian 

yang dilaksanakan. Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab ini 

muncul saat seseorang bertindak menyimpangi hukum. 22  Kerugian yang 

terjadi akibat pembelian barang tidak sesuai dengan ketentuan deskripsi 

produk harus menjadi tanggung jawab pengusaha. Bila pelangganya 

merasakan kerugian setelah melakukan pembelian barang, pengusaha mesti 

 
                 21  “Yuk Pahami Hukum Persaingan Usaha Demi Kelancaran Berusaha”, hukum 

online.com, https://www.hukumonline.com/, 15 Februari 2019, diakses pada tanggal 18 Agustus 

2024 pukul 13.30 WIB. 

         22 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006, hlm. 81. 

https://www.hukumonline.com/
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bertanggung jawab, terutama bila dikarnakan tindakan yang tidak adil atau 

menyesatkan terkait penetapan harga yang tida sesuai dengan kualitas 

barang. Melalui “Pasal 7 UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang dialami konsumen apabila 

barang yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak 

memenuhi standar yang ditentukan”. 

      Teori yang dipakai studi ini ialah teori yang menganalisa tanggung jawab 

pelaku usaha atas tindakannya melakukan perbuatan melanggar hukum 

sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Terdapat tiga (3) prinsip 

tanggung jawab hukum dalam UUPK mencakup:23 

a. Prinsip negligence 

Prinsip ini menitikberatkan pada tindakan pelaku usha, di mana tanggung 

jawab ditentukan berdasarkan ada atau tidak adanya unsur kelalaian. Jika 

konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha, maka 

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. 

b. Prinsip breach of warranty 

Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha menepati janji atau jaminan yang 

telah diberikan terkait jasa atau barang yang ditawarkan. Apabila 

pengusaha gagal menunaikan kewajiban tersebut, pelaku usaha dapat 

dianggap melakukan wanprestasi dan perlu bertanggung jawab atas 

kerugian. 

 

 
    23 Ibid, hlm. 83-95. 
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c. Prinsip strict product liability 

Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa konsumen memiliki 

keterbatasan dala melindungi diri dari risiko kerugian akibat produk yang 

cacat. Oleh karena itu, prinsip ini diterapkan untuk memberikan 

perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dengan menuntut tanggung 

jawab penuh dari pengusaha. 

     Pada studi ini lebih menekankan pada teori pertanggung jawaban pada 

prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tersebut tercantum di Pasal 1367 dan 

1368 KUHPerdata. Pasal 1368 KUHPerdata menjelaskan kewajiban subjek 

hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dikarnakan produk yang 

ada dipengawasannya. Misalnya dari kasus ini konsumen membeli barang 

merek Hamlin dijual dengan harga selangit tetapi kualitas tidak sesuai 

dengan yang diperjanjikan, setelah barang tersebut dipakai, konsumen 

menemukan bahwa barang tersebut memiliki cacat produksi menyebabkan 

barang tersebut cepat rusak, yang mana harga tersebut tidak sebanding 

dengan kualitas barang. Konsumen pun mengalami kerugian akibat 

kerusakan tersebut. 

    Menggunakan prinsip strict liability dalam perlindungan konsumen, 

terutama dalam hal tanggung jawab produk, akan mempermudah proses 

pembuktian dan secara efektif melindungi konsumen. Tujuan dari penerapan 

ini bukan untuk menyulitkan pelaku usaha, melainkan karena posisi 

pengusaha yang lebih kuat daripada konsumen. Dari asumsi Yessy Kusuma 

Dewi, dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak, akan bisa 
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meraih target perlindungan konsumen, karena setiap pelangganya bisa lebih 

mudah mendapati serta menjaga haknya. Hal ini berbeda dari konsep 

kesalahan, dimana setiap pelanggan masih memiliki tanggung jawab untuk 

memberi fakta bila produsen telah melakukan kesalahan.24 

G. Metode Penelitian 

    Menurut Nur Solikin penelitian pada dasarnya membantu masyarakat 

memperoleh pengetahuan, jawaban, dan tujuan ilmiah, bukan berdasarkan 

asumsi belaka. Dengan demikian, fokus utama dari metode ini untuk 

mendapatkan data yang nantinya dapat merespon rumus permasalahan yang 

dibentuk. Penelitian akan membantu setiap individu dalam mendapati wawasan 

yang bersifat ilmiah.25 

1. Jenis Penelitian 

 Studi ini berjenis normatif atau studi hukum yang bertujuann 

mendapati doktrin serta asas hukum yang berlaku, literatur hukum serta 

setiap kebijakan mengenai perlindungan konsumen. 26  Pendekatan ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisa kebijakan hukum 

yang berlaku untuk menjaga setiap pelanggan pada pemasaran barang 

merek terdaftar atas kerugian karena tidak sesuai ketentuan yang 

ditawarkan dalam shopee. 

 

 
           24 Yessy  Kusuma Dewi  dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: 

Lembaga Fatimah Azzahra, 2022, hlm. 78-79. 

       25  Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara 

Media, 2021, hlm. 58-60.  
26 Ibid, hlm. 33. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Skripsi ini menerapkan 2 (dua) pendekatan yang mencakup: 

a) Pendekatan Statue Approach (Perundang-undangan) 

Pendekatan ini diselenggarakan secara menelaah beragam kebijakan 

serta regulasi yang relevan dengan isu hukum terkait. Seperti 

peraturan tentang Perlindungan Konsumen, Merek, Transaksi 

Elektronik, dan lain sebagainya. 27 

b) Pendekatan Case Approach (Kasus) 

Pendekatan ini berfokus pada analisis dan studi mendalam terhadap 

kasus-kasus tertentu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. 

Tujuannya untuk memahami kaidah serta norma yang dilaksanakan 

dalam praktik hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha 

yang menjual barang merek terdaftar khususnya terkait kerugian 

akibat ketidaksesuaian dengan penawaran di shopee.28 

3. Bahan dan Sumber Hukum 

Sumber serta bahan hukum studi ini mencakup: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) KUHPerdata; 

2) UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen; 

3) UU No 19 Tahun 2016 atas dirubahnya UU No 11 Tahun 2008 

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 

 
              27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Banyumedia 

Publishing, 2005, hlm. 302-305. 
28 Ibid, hlm. 321-322. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan ini berfokus pada bahan hukum yang berperan menjadi 

penerang dari bahan primer. Ini terjadi karena bahannya diperoleh dari 

sumber-sumber tambahan selain bahan hukum primer, seperti karya 

tulis orang lain, rancangan undang-undang, serta hasil penelitian yang 

dilakukan oleh pihak lain. Penulis dapat memahami masalah hukum 

tersebut dengan merujuk pada hasil penelitian orang lain.29 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan ini akan membagikan penjabaran tambahan terkait bahan 

hukum sekunder serta primer, misalnya ensiklopedia, kamus, serta 

lainya.30 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Studi ini akan menghimpun bahan norma-norma hukum positif, 

doktrin, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.31 Tujuannya 

adalah untuk menemukan bahan hukum bersifat tersier, primer serta 

sekunder khususnya terkait dengan jual beli barang merek terdaftar atas 

kerugian karena tidak sesuai ketentuan yang ditawarkan dalam shopee. 

 

 
29 Nitaria Angkasa, dkk, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Lampung: 

Cv. Laduny Alifatama, 2019, hlm. 7. 
30 Ibid, hlm. 57 
31 Bahctiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm. 137. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Studi ini bermetode deskriptif kualitatif secara menganalisis makna 

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 

menyelesaikan masalah hukum yang akan dibahas. Masalah hukum 

tersebut bertujuan menggambarkan peraturan hukum mengenai 

perlindungan konsumen.32 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Teknik ini akan didapati dari hasil suatu studi. Pada studi ini, penulis 

memakai teknik deduktif secara menguraikan aspek umum kemudian 

dilanjutkan dengan aspek yang lebih khusus. Setelah melakukan metode 

tersebut, maka sebuah kesimpulan dapat ditarik dan menjadi sebuah akhir 

dalam penelitian.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 32 Ibid. hlm. 145. 
 33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 

71 
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